BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di
Kabupaten Tuban belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan pelayanan yang belum
mencerminkan kriteria layanan berbasis digital dan pemanfaatan layanan IKD yang
masih terbatas karena belum seluruh instansi mengakomodasi penggunaan IKD
menjadi kendala yang menghambat efektivitas pelayanan dan percepatan
transformasi digital pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan literasi digital, pengembangan sistem
aplikasi, penyediaan sarana pendukung yang memadai serta perluasan kerja sama
antar instansi agar pelayanan aktivasi IKD dapat tercapai secara maksimal dan
mampu mendukung terwujudnya transformasi pelayanan administrasi
kependudukan berbasis digital.
Kesimpulan pada setiap indikator pengukuran kinerja sektor publik menurut
Mardiasmo dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Output
Output dari optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di Kabupaten Tuban
belum sepenuhnya optimal. Kecepatan pelayanan yang dirasa relatif cepat,
tetapi masih bergantung pada kondisi jaringan internet dan aplikasi. Di sisi lain,
alur pelayanan yang mewajibkan pemohon atau masyarakat untuk datang ke
kantor untuk melakukan aktivasi di nilai kurang efektif meskipun prosedur

layanannya mudah dipahami. Selain itu, capaian aktivasi yang masih rendah
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serta ketersediaan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama dalam
implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi,
penguatan literasi digital, pengembangan sistem aplikasi serta pemerataan
sarana pendukung agar output pelayanan aktivasi IKD dapat mencapai target
yang telah ditetapkan dan mendukung transformasi pelayanan administrasi
kependudukan berbasis digital secara optimal.
2. Outcome

Outcome dari optimalisasi pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan
Digital di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan
kemudahan dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital,
menunjukkan identitas tanpa membawa KTP fisik serta memperoleh layanan
administrasi kependudukan dengan lebih praktis. Namun, pemanfaatan IKD
belum optimal karena sebagian masyarakat masih terbiasa menggunakan KTP
fisik dan terbatas oleh mekanisme keamanan aplikasi. Pelayanan aktivasi IKD
juga meningkatkan efisiensi melalui prosedur yang sederhana, waktu
pelayanan yang relatif cepat dan pendampingan petugas. Meskipun demikian,
efisiensi masih dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet, stabilitas aplikasi,
kesiapan perangkat, literasi digital masyarakat serta dukungan berbagai
instansi terhadap penggunaan IKD.

Sebagian besar masyarakat yang telah menggunakan IKD merasa puas
terhadap pelayanan aktivasi karena prosesnya mudah, cepat dan didukung
pendampingan petugas. Namun, kepuasan masyarakat belum sepenuhnya

optimal karena masyarakat mengharapkan pengembangan fitur aplikasi dan
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integrasi dengan lebih banyak ke berbagai layanan publik. Selain itu,
peningkatan penggunaan IKD di dominasi oleh masyarakat berusia produktif.
Namun, peningkatan tersebut juga masih terkendala oleh rendahnya
pengetahuan masyarakat, terbatasnya sosialisasi, kesiapan sarana pendukung
serta belum meratanya penerimaan IKD di berbagai instansi. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital, dan perluasan
implementasi IKD agar manfaat pelayanan dapat dirasakan secara lebih
optimal.
3. Impact

Impact pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di
Kabupaten Tuban menunjukkan adanya dampak positif, namun belum
berlangsung secara signifikan. Penerapan IKD telah berkontribusi terhadap
peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui
kemudahan akses dokumen kependudukan secara digital, percepatan proses
pelayanan serta mulai meluasnya pemanfaatan identitas digital oleh sejumlah
instansi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa IKD mulai
mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan
mudah diakses. Meskipun demikian, dampak tersebut belum dirasakan secara
optimal karena implementasi IKD masih berada pada tahap pengembangan,
jumlah pengguna masih rendah, sosialisasi belum berjalan secara maksimal
serta pengakuan dan penerimaan IKD oleh berbagai instansi belum merata.

Selain itu, penerapan IKD telah mendorong transformasi digital dalam
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penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan melalui perubahan
mekanisme pelayanan dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis
teknologi digital. Transformasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam mengakses identitas kependudukan secara elektronik serta membuka
peluang pengembangan layanan administrasi yang lebih terintegrasi. Namun
demikian, implementasi transformasi digital belum sepenuhnya optimal karena
pada beberapa jenis layanan dokumen fisik masih menjadi persyaratan disertai
dengan keterbatasan infrastruktur teknologi, keandalan aplikasi, literasi digital
masyarakat serta belum optimalnya integrasi dan pengakuan IKD oleh berbagai
instansi. Penerapan IKD perlahan mulai mendorong perubahan perilaku
masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis
digital, terutama pada kalangan masyarakat usia produktif yang telah
merasakan kemudahan, efisiensi waktu dan kepraktisan penggunaan IKD.
Akan tetapi, perubahan perilaku tersebut belum terjadi secara merata karena
sebagian masyarakat masih lebih memilih menggunakan KTP elektronik dalam
bentuk fisik, belum memiliki perangkat yang memadai, memiliki keterbatasan
literasi digital serta belum memahami manfaat IKD akibat sosialisasi yang
belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya
penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital, pengembangan infrastruktur
teknologi informasi, perluasan integrasi layanan serta peningkatan komitmen
berbagai pemangku kepentingan agar pemanfaatan IKD dapat diterima dan
dimanfaatkan secara lebih luas dalam mendukung transformasi pelayanan

publik.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai optimalisasi
pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Tuban, maka
penulis memberikan beberapa saran di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Saran Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban
Pemerintah Kabupaten Tuban harus memperkuat komitmen dalam
mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital melalui
penyusunan kebijakan yang mendorong pemanfaatan IKD pada berbagai
pelayanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu,
pemerintah perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk peningkatan
infrastruktur teknologi informasi, penguatan jaringan internet pada unit
pelayanan serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi digital secara
berkelanjutan kepada masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat
memperluas pemanfaatan IKD, meningkatkan literasi digital masyarakat serta
mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten
Tuban.

2. Saran Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban perlu
meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai manfaat, fungsi dan tata cara
penggunaan IKD dan mendorong penggunaan IKD secara lebih luas dalam
berbagai pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik
lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan

penggunaan IKD sebagai identitas utama pada layanan-layanan yang telah
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memiliki kesiapan infrastruktur dan telah terintegrasi dengan sistem
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu,
Dispendukcapil Kabupaten Tuban perlu mengembangkan mekanisme
pelayanan aktivasi IKD yang lebih fleksibel sehingga masyarakat tidak harus
selalu datang ke kantor Dispendukcapil atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)
untuk melakukan aktivasi. Pengembangan layanan dapat dilakukan melalui
pelayanan jemput bola secara berkala, pembukaan stand aktivasi di pusat
pelayanan publik, kerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, sekolah,
perguruan tinggi maupun instansi lain serta pemanfaatan inovasi teknologi
yang memungkinkan proses verifikasi dan aktivasi dilakukan secara lebih
mudah dengan tetap menjamin keamanan data dan kepatuhan terhadap

ketentuan yang berlaku.
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